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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN GPERASIONAL
PENYELENGOARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALAKA,

Me i bang ©a.  bahwa untuk membentuk perilaku dan kemamgpguinn
dasar anak usia dini agar memiliki kesinpan uniuk
memasuki  sckolah  dasar, perlu  suatu  upaya
pembinaan yang ditujukan bagi anak sejale lali
sampal dengan usia 6 (enam) 1ahun yang dilakukon
melalui pemberian rangsangan pendidikan  untulk
membantu pertumbuihan dan perkembangan
jasmant dan rohani anak;

b,  bahwa untuk mewwjudkan pembinaan bagl apak
anak usia dini sehagaimana dimaksud pada hurul a,
periu diselenggarakan melalui satuan Penclidilian
Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa
kelompok bermain (Kober);

¢. bahwa berdasarkan hasil suvei dan verifikasi daia
usulan  penyelenggarnan  PAUD, maka kepada
lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapal
diberikan izin operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimmmna
dimaksud pada huruf 8, b dan ¢, perlu menctapkan
Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberan lan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak s
Dini.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 'l'-:rltui'{
Sistem  Pendidikan Npsional [Lembaran  Nego
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
Nomor 43013



Undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2004 Tentang
Pemerintaban Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taehun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhr
dengan Undang-Undang Nomoer 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang
Nommor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran NegarasRepublik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa
Tenggara  Timur  (Lembaran Negera  Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

Peraturan  Pemerintah Nomor 73 Tahun 1091
Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lémbaran Negara Republikc Indonesia
Nomor 4496} schagaimana telah diubah dengan
Pernturan  Pemerintah Nomor 32 ‘Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 51085);

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintoahan Antara
Pemerintah, Pemenntahan Dasrah Propinsi, Dan
Pemerintahan Daecrah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor <90, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 4863,

Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);



,,,,,, cau remenntah Nomor 17 Tahun ™ 2010
Tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

= (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146);

Il.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum
Pendidikan Dasar;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal:

14, Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita
Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :  Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebul
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : lzin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku
selama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 -
2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

KETIGA : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :

a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan
pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina
Pendidikan Dasar;

b. menyelenggarakan pendidikan  sesuai dengang,
acuan/pedoman yang berlaku; G



KEEMPAT

Tembusan:

. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan
hukum dan norma/nilal yang berlaku;

d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
masa berlaku izin berakhir; dan

e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin
operasional dapat dicabut.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 11 Desember 2014

( Kepala  Dinas  Pendidikan
s Kebudayaan Pemuda_~ dan
Olahraga Kabupaten Mataka,

ALEKS SERAN, SH
Pembina Tk. |
NIP. 19631231 198403 1 328

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;

-

U 2=

Kepala Dmnas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di
Kupang,

Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;

6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka
Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan

-

/. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat. ,Q
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